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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas. Sesuai dengan pertanyaan penelitian 

mengenai “Bagaimana seleksi ASN di DOB Papua?” dan tujuan penelitian untuk 

menganalisis penerapan affirmative action dan impartiality dalam seleksi ASN di DOB 

Papua. Apakah telah menerapkan impartiality atau affirmative action. Bab ini menjelaskan 

kesimpulan hasil analisis dan menjelaskan saran dari penelitian yang dilakukan. 

7.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) di DOB Papua 

menerapkan konsep impartiality dan affirmative action. Penerapan konsep impartiality 

sejalan dengan prinsip sistem merit, yang diwujudkan melalui analisis terhadap empat 

dimensi. Dari keempat dimensi impartiality, seleksi ASN dan pemenuhan tenaga kerja 

di DOB Papua melalui mutasi secara jelas menerapkan dimensi (1) recruitment, 

selection, dan advancement, (2) equity, dan (3) neutrality. Sedangkan, dimensi conduct 

berdasarkan wawancara dan analisis tidak secara jelas terwujudkan. Namun, dapat 

disimpulkan bahwa seleksi ASN dan mutasi pegawai di DOB Papua menerapkan konsep 

impartiality melalui keadilan yang diberikan atas dasar kompetensi yang dimiliki. 

Seleksi dan pemenuhan tenaga kerja di DOB Papua juga menerapkan affirmative 

action. Berdasarkan hasil analisis, tiga dimensi untuk menentukan penerapan affirmative 

action secara jelas terwujudkan dalam seleksi dan mutasi pegawai di DOB Papua. 

Tindakan afirmasi terjadi melalui penetapan kuota sebesar 80% bagi OAP dan 20% bagi 
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non-OAP. Preferential treatment diberikan melalui penetapan passing grade berbeda 

bagi OAP. Fairness diwujudkan melalui pelaksanaan seleksi dan mutasi berdasarkan 

kompetensi yang dimiliki, menunjukkan bahwa seleksi dan mutasi ASN di DOB Papua 

menerapkan affirmative action. 

7.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan untuk menganalisis 

penerapan affirmative action dan impartiality. Peneliti memberikan saran: 

1. Bagi pemerintah DOB Papua. Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang 

penerapan konsep affirmative action dan impartiality dalam seleksi ASN di DOB 

Papua. Peneliti merekomendasikan agar konsep affirmative action dan 

impartiality tetap diterapkan dalam penyelenggaraan seleksi ASN di DOB Papua. 

a. Affirmative action tetap dibutuhkan dalam seleksi ASN seperti yang 

telah dilakukan dengan memberikan kuota 80% bagi Orang Asli 

Papua (OAP) dan 20% bagi non-OAP. Tindakan afirmasi bertujuan 

untuk memberikan ruang lebih bagi OAP dalam pemerintahan. 

Pemberian ruang lebih dalam bentuk kuota menjadi bentuk 

perlindungan hak dasar Orang Asli Papua (OAP) untuk meningkatkan 

dan memiliki kesempatan kerja lebih besar. Melalui pemberian 

diharapkan OAP dapat terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan 

di Papua. Sehingga mendorong percepatan pelaksanaan 

pembangunan dan pelayanan publik yang optimal di Papua.  
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b. Impartiality tetap dibutuhkan dalam seleksi yang dilakukan sesuai 

kemampuan dan kualifikasi calon pegawai. Pelaksanaan seleksi 

berdasarkan kompetensi bertujuan memberikan kesempatan yang 

sama bagi OAP maupun non-OAP. Kesetaraan kesempatan dalam 

proses seleksi dibutuhkan agar tidak terjadi tindakan diskriminatif 

bagi OAP maupun non-OAP. Impartiality tetap dibutuhkan seperti 

yang telah diterapkan dalam seleksi ASN di DOB Papua untuk 

mewujudkan keadilan dan kesetaraan bagi OAP maupun non-OAP. 

Keadilan dan kesetaraan diwujudkan melalui penyelenggaraan 

seleksi sesuai kemampuan dan kualifikasi.  

2. Bagi para peneliti dalam ruang lingkup Administrasi Publik. Diharapkan dapat 

menambahkan consent form sebagai bentuk persetujuan dari subjek penelitian 

untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan riset. Dalam consent form, peneliti 

menjelaskan tujuan, manfaat, dampak, dan tahapan atau prosedur dari penelitian 

yang dilakukan kepada subjek atau informan. Selain itu, diharapkan penelitian 

ini dapat bermanfaat bagi peneliti lainnya untuk melakukan penelitian lanjutan 

secara mendalam mengenai penerapan affirmative action dan impartiality dalam 

seleksi ASN di DOB Papua. 
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